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Tujuh Pemda Raih Opini WDP

SULTENG POST - Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng mem-
berikan opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) kepada tujuh pemerintah daerah di
Sulteng. Ketujuh Pemda tersebut adalah Kota
Palu, Kabupaten Sigi, Poso, Morowali, Parigi
Moutong, Tolitoli dan Buol.

Sementara itu, empat ka-
bupaten di Sulteng meraih
opini Wajar Tanpa Penge-
cualian (WTP) yakni Kabu-
paten Donggala, Tojo Una-
una, Banggai dan Kabupaten
Banggai Kepulauan.

Laporan hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keu-
angan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun 2013 terse-
but secara resmi diserahkan

Kepala Perwakilan BPK-RI
Perwakilan Sulteng, Bayu
Sabartha kepada masing-
masing Ketua DPRD dan
Kepala daerah, di auditorium
BPK RI perwakilan Sulteng,
Senin (26/5).

Dalam sambutannya,
Kepala Perwakilan (Kalan)
BPK-RI Perwakilan Sulteng,
Bayu Sabartha mengatakan,
penyerahan laporan hasil

pemeriksaan merupakan pe-
laksanaan mandat Undang-
Undang nomor 15 tahun
2004 tentang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung ja-
wab keuangan Negara pasal
17 ayat (2) dan (3) yang me-
nyatakan laporan hasil peme-
riksaan atas LKPD disampai-
kan kepada DPRD selambat-
lambatnya dua bulan setelah
menerima laporan keuangan
dari pemerintah daerah dan
dismapaikan kepada Bupati
dan Walikota sesuai dnegan
kewenangannya.

“LKPD merupakan salah
satu bentuk pertanggungja-
waban pemerintah daerah
atas pelaksanaan APBD
sebagaimana diatur dalam

undang-undang keuangan
Negara,” katanya.

Dia mengatakan, opini
‘WDP yang diberikan kepada
tujuh daerah tersebut dika-
renakan masih terdapat be-
berapa kelemahan dalam pe-
nerapan sistem pengendalian
internal dan ketidakpatuhan
pada perundang-undangan,
sehingga mempengaruhi pe-
nyajian LKPD TA 2013.

“Opini WDP tujuh daerah
tersebut dikarenakan masih
ada beberapa permasalahan
signifikan, sehingga mem-
pengaruhi penyajian LKPH
TA 2013,” katanya

Dia mengatakan, Menu-
rutnya, opini BPK bukanlah
satu-satunya indikator yang

menentukan keberhasilan
suatu daerah, namun opini
menunjukkan penilaian BPK
atas kesesuaian penyajian
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah (LKPD) dengan
standar akuntansi pemer-
intahan pada ssa¢u periode
tertentu terkai dengan pen-
gelolaan keuangan.

“BPK berharap, dengan
pemberian opini WDP ini
dpaat memotivasi jajaran
pemerintah untuk terus me-
ningkatkan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuan-
gan daerah, menuju keterti-
ban dna ketaatan pengelo-
laan keuangan daerah ayng
akuntabel dan transparan,”
katanya. rom/waN




